
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBUBARAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa peran Koperasi dalam menumbuhkan dan mengembangkan

potensi ekonomi rakyat sangat strategis, sehingga Pemerintah

berkewajiban menciptakan iklim serta kondisi yang mendorong

pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi melalui kegiatan

penyuluhan, pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan;

b. bahwa salah satu tugas Pemerintah dalam upaya menciptakan iklim

serta kondisi dimaksud, adalah mewujudkan sistem perkoperasian

yang sehat, efisien, tangguh dan mandiri;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Pemerintah diberikan

kewenangan untuk membubarkan Koperasi apabila berdasarkan

alasan-alasan tertentu kegiatannya dirasakan dapat menghambat dan

membahayakan sistem perkoperasian yang sehat, efisien, tangguh dan

mandiri;

d. bahwa berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan Pasal 48

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,

dipandang perlu mengatur Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah

dalam Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

MEMUTUSKAN :…
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PEMBUBARAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a. Penyelesaian pembubaran adalah proses kegiatan yang dilakukan

oleh Penyelesai terhadap kekayaan Koperasi yang dibubarkan oleh

Pemerintah, yang selanjutnya disebut penyelesaian pembubaran.

b. Tim Penyelesai adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri untuk

melaksanakan penyelesaian pembubaran Koperasi.

c. Penyelesai adalah perorangan yang ditunjuk sebagai anggota Tim

Penyelesai.

d. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggungjawabnya

meliputi Koperasi.

Pasal 2

Menteri berwewenang membubarkan Koperasi, dan dalam

pelaksanaannya dapat menunjuk Pejabat.

BAB II…
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BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBUBARAN

Pasal 3

(1) Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila:

a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan atau tidak

melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang

bersangkutan; atau

b. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan

atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

atau

c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau

d.Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama

dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan Akta

Pendirian Koperasi.

(2) Keputusan pembubaran Koperasi berdasarkan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Huruf a harus menguraikan

secara jelas ketentuan yang menjadi alasan pembubaran.

Pasal 4

(1) Sebelum mengeluarkan keputusan Pembubaran Koperasi, Menteri

menyampaikan secara tertulis dengan surat tercatat mengenai

rencana pembubaran Koperasi kepada Pengurus.
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(2) Dalam...

(2) Dalam hal Pengurus Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri

menyampaikan surat pemberitahuan rencana pembubaran Koperasi

kepada anggota Koperasi yang masih ada.

(3) Dalam hal anggota Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri

mengumumkan rencana pembubaran Koperasi dengan

menempelkan surat pemberitahuan rencana pembubaran Koperasi

pada papan pengumuman yang terletak pada kantor Kecamatan dan

atau Kelurahan tempat kedudukan koperasi.

Pasal 5

(1) Pengurus atau Anggota Koperasi dapat mengajukan pernyataan

keberatan terhadap rencana pembubaran yang didasarkan pada

alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf a dan

Huruf d, dalam jangka waktu paling lama dua bulan terhitung sejak

tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh

Pengurus atau anggota Koperasi, atau sejak penempelan surat

pemberitahuan rencana pembubaran pada papan pengumuman

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

(2) Dalam hal pernyataan keberatan tersebut diajukan oleh anggota

Koperasi, maka anggota tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan

persetujuan dari anggota lain untuk bertindak atas nama Koperasi

dalam mengajukan pernyataan keberatan tersebut.
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(3) Dalam...

(3) Dalam hal tidak ada pernyataan keberatan yang diajukan, Menteri

wajib mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi dalam jangka

waktu paling lama empat bulan terhitung sejak tanggal diterimanya

surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh pengurus atau

anggota Koperasi, atau sejak penempelan surat pemberitahuan

rencana pembubaran pada papan pengumuman sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 6

(1) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

diajukan secara tertulis dengan surat tercatat kepada Menteri,

dengan menguraikan secara jelas alasan yang menjadi dasar

keberatan.

(2) Terhadap keberatan yang diajukan, Menteri wajib memutuskan

untuk menerima atau menolak keberatan dalam jangka waktu paling

lama satu bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan

keberatan.

(3) Dalam hal keberatan diterima, Menteri wajib menyampaikan

pembatalan rencana pembubaran Koperasi secara tertulis

dengan surat tercatat kepada Pengurus atau anggota Koperasi dalam

jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal

keputusan untuk menerima keberatan ditetapkan.

(4) Dalam hal keberatan ditolak, Menteri mengeluarkan Keputusan

Pembubaran Koperasi berikut alasan penolakan dalam jangka waktu

paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal keputusan untuk

menolak keberatan ditetapkan.

(5) Keputusan Menteri untuk menerima atau menolak keberatan yang

diajukan merupakan putusan akhir.


